BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

J1. Jend. Gatot Subroto, No. 15, Kec. Watang Sawitto
Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan

Email set.pinrang@bawashu.go.id

Nomor : 225/PM.00.02/K.SN-14/08/2024 Pinrang, 26 Agustus 2024
Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : Imbauan Pencegahan pelanggaran dan sengketa proses

Pemilihan pada pelaksaanaan Pendaftaran Pasangan
Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang

Yth. Ketua Partai Politik Tingkat Kabupaten Pinrang

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

10.
1.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020
tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang
terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020
tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020
tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2024.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024
tentang Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubuernur,
Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang
perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang
Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan
Wakil Walikota.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 60/PUU-XXI1/2024

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 70/PUU-XXII/2024

Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1692/PL.02.2-
SD/05/2024 Perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.



B. Bahwa dalam rangka terselenggaranya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di wilayah Kabupaten
Pinrang, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pinrang
mengimbau kepada Ketua KPU Kabupaten Pinrang agar :

1. Peraturan mengenai pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten/Kota:

a) Pasal 22A ayat (3), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-
Undang, yang berbunyi:

(3) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta
pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Panwas
Kabupaten/Kota.

b) Pasal 10 huruf (c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota,
yang berbunyi:

Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pengawasan penyelenggaraan

Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melakukan:

c. Pencegahan pelanggaran dan sengketa Pemilihan diwilayah kabupaten/kota;

2. Peraturan mengenai pengawasan tahapan pencalonan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota:

a) Pasal 30 huruf (a) angka (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi
Undang-Undang, yang berbunyi:

1) Tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota adalah:
a) mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:
3. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara
pencalonan;
4. proses dan penetapan calon;

b) Pasal 4 ayat (1) huruf c dan d Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil
Wali Kota, yang berbunyi:

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Pinrang



1) Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan Pengawasan Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota serta Pengawasan Pemilihan di
wilayah Kabupaten/Kota yang meliputi:

c. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara
pencalonan;
d. proses dan penetapan calon;

C. Bahwa dalam rangka memastikan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Tahun 2024 sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis, efektif dan
efisien serta berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum pada tahapan
Pencalonan sub tahapan Pendaftaran Pasangan Calon. Maka Badan Pengawas Pemilihan
Umum (Bawaslu) Kabupaten Pinrang mengimbau kepada Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik Pengusul Pasangan Calon untuk:

1. Melakukan pengajukan permohonan pembukaan akses Silon kepada KPU Kabupaten
Pinrang, pengajuan permohonan pembukaan akses Silon dapat dilakukan oleh
petugas penghubung dengan menyerahkan surat permohonan pembukaan akses Silon
menggunakan formulir MODEL PERMOHONAN.SILON.PARPOL.KWK yang dapat
ditandatangani oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta
Pemilu tingkat Provinsi dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik
Peserta Pemilu tingkat Kabupaten dan Pasangan Calon serta dilampiri dengan surat
penunjukan.

2. Memastikan Admin Silon Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta
Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu melakukan penginputan data dan
pengunggahan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon ke
dalam Silon.

3. Melakukan Pendaftaran Pasangan Calon sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dalam
melakukan Pendaftaran Pasangan Calon agar memastikan dan memeriksa:

a. Kehadiran Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota pengusul dan Pasangan
Calon yang diusulkan.
Pemenuhan persyaratan pencalonan.
Kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pencalonan.
Kelengkapan dokumen persyaratan calon.
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Melakukan Pedaftaran Pasangan Calon sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti atas perhatian dan
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kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua

Tembusan:

https://jdih;b

Yth. Ke(atgarq@awaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan

a\Q(?SsiLq. Bawaslu Kab. Pinrang



